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PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP 
SISTIM BAG1 HASIL PERIKANAN 

(KASUS DI MUARA ANGKE, JAKARTA) 

(The Effect of Customary Law on Catch Share 
System in Fisheries, A Cause Study : 

In Muara Angke, Jakarta) 

E T T Y  EIDMAN' 

ABSTRACT 

Factors controling the practice of catch sharing system of fishing community 

in Muara Angke, lire .rlutlv trrecr, were studied employing observation approach. I t  was 
h u n d  in this investigation that traditional norms (custom) has been more in t luenc~~~g  in 
the practice of catch sharing in the community than the official law (Catch sharing Iiiw 
No. 1611964). In edition, the sharing systeni has also been influenced, in less degree, 
hy fishing gear types and education level of the fishermen. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu tujuan penibangunan perikana~i adalali nieningkatkan taraf liidup 
dan kesejahteraao nelayaii daii petani ikan. Menyadari akan lial tersebut pen~erintdi 
telah niengeluarkan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan per- 
aturan-peraturan lainnya. Dikeluarkannya U U  ini diharapkan dapat berfungsi seba- 
gai alat pengendali sosial dan juga sebagai alat untuk mengolah nlasyarakat (Soek- 
anto dan Tabeno, 198 1). 

Sebenarnya tiiasyarakat nelayan sendiri telah nielakukan suatu inisiatif 
untuk nlernecahkan kenliskinannya. melalui kerjasan~a antar satu peniilik faktor 
produksi dengan peniilik faktor produksi lainnya (Irawan al. 1988). Kerjasarna 
tersebut biasanya disertai kesepakatan mengenai sisteni penihagian liasil usalla. Sis- 
tern bagi hasil pada sektor pertanian (tennasuk perikanan) biasanya nlerupakan sua- 

1 .Staf Pengajar Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Penkanan IPB. 
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tu kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat desa dan merupakan adat kebiasa- 
an yang turun-temurun (Sinaga g A, 1982). Sebagian besar hukum adat ini masih 
tidak tenulis serta berupa kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari yang penting dalani 
pergaulan masyarakat (Wisnyodipuro, 1973). 

Berdasar hukunl adat yang berlaku sekarang ini, tidak terdapat keseragam- 
an niengenai imbangan besarnya bagian nelayan pemilik dan nelayarl penggarap. 
Kenyataan uniuni yang terjadi adalah besarnya perbandingan tergantung dari jenis 
alat tangkap dan kapal atau perahu yang digunakan serta permufakatan antara pemi- 
lik dan anak buah kapal (Djajasinga, 1982). Srlain hukum adat yang kuat dan sulit 
diubali. ilal lain yang nienyulitkan dalani penerapan UU N o .  16 taliun 1964 adalah 
adanya ketergantungan nelayan penggarap terhadap juragannya, yang disebabkan 
ole11 tidak dapat dilu~lasinya hutang-hutang nelayan penggarap pada niusini pacek- 
lik. Jika dalanl ha1 ini. juragan henar-benar niemanfaatkan kesenipatari tersebut un- 
tuk menentukan bagi hasil yang nienguntungkan dirinya, nlaka aka11 tinibul suatu 
penekanan dan pen~erasali yang akan nierugikan piliak penggarap. 

I'erurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan nlasalall yang aka11 dihahas 
dalan~ perielitian ini adalah: 
a. Cara bagi liasil yang dianut ole11 kelompok nelayan. 
h.  Sejauli niana pengaruh liukuni adat berperan dalam pelaksa~laan bagi liasil 

tersebut. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian i l ~ i  adalall untuk niengetahui: 
I .  Cara bagi hasil yang berlaku pada nelayan yang ada di Muara Angke, Ja- 

karta. 
2 .  Faktor-faktor yang nlenghambat pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil 

Perikallan. 
,, 
-1 . Sejaul~ nialla Undang-undang herpengarull terliadap pelaksanaari Bagi Ha- 

sil di Muara Angke. Jakarta. 
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Metoda Penelitian 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sedang- 
kan pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak herstrata tak sebanding de- 
ngan jumlah relatif populasi dari setiap jenis alat. 

Pengambilan data primer diperoleh melalui pengamatan di lapangan dan 
wawancara dengan responden, sedangkan penganlbilan data sekunder diperoleh da- 
ri instansi yang berhubungan dengan nlasalal~ penelitian. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Muara  Angke. Jakarta dan dilakukan se- 
lama hulan Agustus tahun 1991. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Hukum nlerupakan konkritisasi dari sistim nilai-nilai yang berlaku dalam 
nlasyarakat. Adanya I ~ u k u n ~  akan berpengaruh terhadap pembaharuan hukum, na- 
n ~ u n  denlikian harus dengar1 memperhatikan kondisi yang akan nlendasari sistinl 
hukum agar dapat dipakai sehagai alat untuk mengubah masyarakat tadi. 

Koudisi-kondisi yang dimaksud, adalah: (a) Hukum merupakan aturan- 
aturan umum yang tetap, jadi hukan merupakan aturan yaag hersifat ad-hoc; (b) 
Hukun~ tersehut harus dapat dimengerti oleh umum: (c) Tidak ada peraturan-perat- 
uran yang saling hertentangan; (d) Pembentukari hukum hams memperhatikan ke- 
mampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukun~ tersehut; (e) mPerlu di- 
l~indarkan terlalu banyak perubahan-perubahan pada hukunl karena dapat menyebab- 
kan warga masyarakat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya: 
dan (f) Ada korelasi antara llukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum ter- 
sebut. 

Nelayan sebagai masyarakat yang struktur sosial dan kebudayaannya se- 
derhana mempunyai ciri-ciri utanla (Soekanto dan Tobeno, 1981). sebagai berikut: 
(1) Hubungan dalarn keluarga dan dalarn masyarakat setempat sangat h a t ;  (2) Or- 
ganisasi sosil didasarkan pada adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi; (3) Ke- 
percayaan kuat pada kekuatan gaib yang nlenipengaruhi kehidupan manusia, akan 
tetapi tidak dapat dikuasai olehnya; (4) Tidak ada lembaga khusus untuk memberi 
pendidikan dalam bidang teknologi, ketrampilan yang diwariskan orang tua kepada 
anaknya: (5) Tingkat tuna aksara tinggi; (6) Hukum yang berlaku tidak ditulis; (7) 
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Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan sendiri; dan (8) Ke- 
giatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan se- 
cara tradisional dan gotong royong tanpa hubungan buruh dan majikan. 

Pada praktek kehidupan sehari-hari, sering dijumpai adanya pelaksanaan 
hukum tertulis (sebagai produk dari lembaga pemerintah yang berwenang) clan hu- 
kum tak temlis (yang lebih dikenal dengan hukun~ adat). 

Dalanl konteks sistim bagi hasil perikanan, pemerintah telah mengeluarkan 
Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. D i l a i ~ ~  pihak, 
dalani masyarakat nelayan, s is t in~ bagi hasil perikanan telah ditetapkan secara tu- 
run-temurun nienurut adat kebiasan yang berlaku pada masyarakat nelayan terse- 
hut. 

Dua bentuk sistim bagi hasil perikanan tersebut di atas sebagai basil dari 
produk 11ukun1 yang berbeda akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap pen- 
dapatan nelayan. 

Dengan dasar pemikiran di atas, maka dalan~ pelaksanaannya, Undang- 
undang Nomor 16 tal~un 1964 khususnya pasal 3 ayat I liuruf a dihadapkan pada 
hentuk sistin~ hagi hasil perikar~an sehagai produk dari adat kehiasaan masyarakat 
oelayan. sehingga menimbulkan beherapa pertanyan yang mela~rbelakangi peneli- 
tian ini. Pertanyaan-perta11yaa11 tersehut adalal~ sehagai berikut: 
(a) ApaMl Undang-undang Nonlor I6 ~ ~ J I U I I  1964, kl~ususnya pasal 3 ayat 1 l~uruf 
a dilaksanakan secara efektif'di daeral~ penelitian '!; (h) Adakah kendala-kendala 
data111 pelaksar~aanriya '?; (c) Apakal~ sist in~ hag; l~asil  perikana~r ya1l.g ditetapkan 
olcl~ adat kehiasaan n~asyarakat n r l a y a ~ ~  masili kuat '! 

DEFlNlSl ATAU BATASAN-BATASAN 

Untuk n~emperjelas penulisan, maka istilah-istilah yang dipakai dalan~ pe- 
nelitian ini aka11 diuraikan secara singkat sebagai berikut: 

Kapal layar adalal~ kapal atau peral~u yang d i j a lanka~~ dengan mengguna- 
kao layar. 

Kapal/perahu motor tempel adalah kapaltperahu yang dijalankan dengall 
menggunakan motorlmesin yang ditempelkan pada bagian badan kapallperahu. 

Kapal motor adalal] kapal yang dijalaakar] dengan ioenggunakan motor/ 
mesin yang dipasang pada hagian dalam dari hadan kapal. 

Hasil bersih (dalan~ rupiah) menurut adat kehiasaan nelayan adalah nilai 
pmduksi total setelah dikurangi "lawuhan" untuk penggarap selama di laut, biaya 
retribusi, perbekalar~ dan biaya operas;. 

Hasil bersih (dalan~ rupiah) menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 
1964 adalal] nilai produksi total yang diperoleh dari usal~a penangkapan setelah di- 
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kurangi dengan "lawuhan" bagi para penggarap rnenurut kebiasaan setempat, diku- 
rangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemi- 
l ik  dan nelayan penggarap, yaitu restribusi. biaya perbekalan, sedekah laut, iuran 
yang diusahakan oleh pernerintah dan koperasi. 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penang- 
kapan antara nelayan pernilik dan nelayan penggarap, dinlana menurut perjanjian 
tersebut nlereka akan menerima inlbalan yang telah disetujui sebelurnnya. 

Nelayan penggarap adalail orang yang nienyediakan trllagariya turut dalanl 
usaha penangkapan ikan di laut. 

Nrlayan penlilik adalall orang atau hadan Iiukum yang dengan liak apapun 
herkuasa atas sesuatu kapallperahu yang dipergunakan dalani usaha perlangkapan 
ikari clan alat-alat penangkapan ikan. 

Lawulian adalah hekal yang diperlukan oleh lielayan selania herlangsu~ig- 
nya operasi perlangkapan ikan di laut dalani satu trip (dalani rupiah). 

Nilai produksi total adalah jumlah liasil tangkapan dikalikan drngan liarga 
ikan I~asil tangkapan (dalam rupiah). 

HASIL PENELITIAN 

Bagi Hasil Gill Net 

Jumlah alat penangkapan Gill Net yang ada di Muara Angke ada 33 unit. 
Tenaga kerja yang digunakan rata-rata 6 orang. Lama satu trip penangkapan 20 
hari dalanl satu bulan. Cara bagi liasil untuk alat ini adalah untuk penlilik 50% dan 
untuk perlggarap 50% dengan penlbagiari sebagai berikut: Naklioda 2 bagian, KKM 
1.5 bagian clan Kelasi 4 orang niasing-niasing I bagian. 

Bagi Hasil Purse Seine 

Jurnlah alat penangkapan Purse Seine yang ada di Muara Angke ada 2 
unit. Tenaga kerja yang digunakan rata-rata 20 orang. Lanla satu trip penangkap- 
an I Iiari. Dalam satu bulan dilaksanakan 18-20 kali trip. 

Cara bagi hasil untuk alat ini adalah 50% untuk pernilik dan 50% untuk 
penggarap dengan pernbagian sebagai berikut: Nakhoda 3 bagian, KKM 2 bagian. 
dan Kelasi 1 bagian. 

Yang dibagihasilkan adalah hasil bersih. Yang dimaksud dengan hasil 
bersih adalah hasil penjualan ikan setelah dikurangi dengan biaya eksploitasi. 
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2. Kemampuan Tenaga Kerja 

Bagian yang diperoleh penggarap sangat tergantung pada kebijak- 
sanaan pemilik dan kesepakatan saat perjanjian dilakukan. 

3. Adat Kebiasaan 

Cara bagi hasil yang dianut di Muara Angke tergantung pada adat 
istiadat daerah setempat yang berlaku sejak dulu. Walaupun muncul pe- 
ngusahaan baru namun cara bagi hasil yang digunakan akan mengikuti 
yang sudah ada. 

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa yang ternlasuk faktor penghanlbat 
pelaksanaaan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan adalah: 

- Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden unlunlrlya nlasih rendah, yaitu 48,96% 
tidak sekolah, 35,42 % putus sekolah, 6 ,25 % tanlat Sekolah Dasar (SD), 
6.25 % tarnat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertania (SLTP), 6,25 % tarnat Seko- 
lah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1,04% tanlat Perguruan Tinggi. Dan 
hasil pengamatan ternyata 97,7 % tidak nlengetahui adanya Undang-undang 
yang mengatur tentang bagi hasil perikanan dan hanya 2,1% saja yang menge- 
tahui adanya Undang-undang tersebut. 

- Adat Kebiasaan 

Kuatnya adat kebiasaan setempat yang dipertahankan sejak dulu me- 
nyebabkan masyarakat sangat sulit untuk nienerima suatu perubahan dalanl ha1 
kebiasaannya. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian di Muara Arigke tentang bagi hasil perikanari ir~i ternyata 
meniberikan angka yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 3 ayat 
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1 huruf a Undang-undang No. 16 tahun 1964. Menurut Hukum Adat bagi hasil 
ditentukan dengan imbangan 50% untuk nelayan pemilik dan 50% untuk nelayan 
penggarap, sedangkan dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ditentukan 60% 
untuk nelayan pernilik dan 40% untuk nelayan penggarap. Dengan demikian bagi 
hasil perikanan di Muara Angke tidak menunjang pembangunan h u h 1  dalam bi- 
dang perikanan. Jadi dapat dikatakan, bahwa Undang-undang No. 16 tahun 1964 
sebagai hukum tertulis nlerupakan ketentua~i yang tidak efektif, karena tidak dida- 
sarkan pada hukum adat yang telah mengalami seleksi dalanl praktek kehidupan 
n~asyarakat nelayan. 

Dari Tabel 1 ,  terlihat angka 50% n~erupakan salali satu unsur normatif 
yang nierljadi dasar dari sistinl bagi hasil perikarla~i laut di Muara Angke. Selain 
itu penentuan besarnya sistini bagi hasil perikanan didasarkan pula pada nilai-nilai 
sosial dari budaya nlasyarakat nelayan, yang menlpunyai tujuan agar tercipta penle- 
rataan pendapatan bagi nelayan penggarap. 

Angka 6 0 %  yarig terdapat pada ketentua~i U~ida~ig-undang Nonior 16 ta- 
Iiun 1964 dapat nle~iinlbulka~i rasa tidak adil d a ~ i  tidak bijaksa~la terliadap nelayan 
peniilik, kareru nelayan penlilik itu hams n~enyediakan sebagian pendapatannya un- 
tuk hiaya perawatali alat penangkapa~i. Hal inilali yang nlenyebabkan bahwa U 11- 
dang-undang tersebut tidak efektif. Dapat dikatakan, bahwa pasal 3 ayat 1 liuruf a 
n~erupaka~i salali satu kelenialian yang diliadapi. Kelemahan lainnya adalali baliwa 
Ilukunl tertulis tersebut tidak perrdi ~nenyebutkali tentang liuku~li adat yang perlu 
di.jadikan pertimbangan dalanl membuat suatu keputusa~i. 

Fu~igsi liukuni sebagai alat ulituk niengubali masyarakat dapat diartika~i pu- 
la sebagai alat penguasa dalaril nlemenulii kebutuhan masyarakatnya. Sala11 satu 
peranall penguasa adalah harus dapat rlleyaki~lka~i masyarakat, baliwa hukuni itu 
niemang benar-benar dibutullkan oleli masyarakat. Keberhasilali peliguasa dalani 
niemberi kali rasa yakill tersebut aka11 tergantung pada berhagai faktor antara lain 
ken~iskinali, tiligkat pengetaliuan masyarakat , tiligkat pengetaliual~ peliguasa d a ~ i  
lain-laill. 

Dari liasil pe~ielitian terliliat bahwa Iiukuni tertulis tersebut tidak dapat ber- 
fungsi sebagai alat urituk niengubali nlasyarakat kare~ia tidak sesuai dengan riilai so- 
sial budaya nlasyarakat nelaya~i. Adat kebiasaan berkerlaa~i dengan sistini bagi ha- 
sil perikanan taut telali deniikian kuat berakar pada keliidupan nelayan, seliingga 
sistini baru nlengenai bagi llasil yang ditetapkali ole11 penierintall tidak dapat meng- 
gantikari dalam kehidupali nelayan. 

Dari hasil pe~ielitiali juga diperolell gambaran bahwa sebagian besar nelay- 
all di Muara Angke tidak mengetaliui bahwa telah ada Undang-undang yang menga- 
tur nlasalah bagi hasil perikanan, ini nlerupaka~i salali satu sebab tidak dilaksa~lakan- 
riya U~idang-undang tersebut. 
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ktgi hasil y:trtg I)e~-lak!t di Muara Allgke C ~ ~ ~ J C I I ~ ~ I ~ I - L I ~  oleh beberapa faktor 
y ; ~ i t u  jellis :!]at, ker~r;ir~ipual~ teltaga kerja, dan atlal kebia : , ;~ ;~~~.  

'1'i;ip jenis aiat nlelnlii!l~yai cara hagi 1l;lsil sel~tlir-i. Hal ini mungkil~ dise- 
Ilahkan karctia u r l t ~ ~ k  ti;\p jclti:: a!:i: ~nemhu[ul~kan tt.tlag;i kerja tlcngan junllall her- 
hcda sclringg;~ aka11 rncilipcngarulli bagiaii yatig diteri~llii ole11 petlggarap. 

17a!itor laill yang ~llcn~ptt lgaruhi cara hagi Ilasil adalali adat kebiasaa~r. 
Atlat ini hcrlaku sejak tlulu tlal~ sulit untuk diuhal~. 

h. let~un~t Socjio~~ro (1977) hukum adat nicntpakan bagian clari adat, ~llaka 
Irukunl adat ~ l ~ e r u p a k a ~ l  krist;~lisasi daripadii kes;+daral~ I~ukull:, khusus~lya pacla 
niasyarakat dengan struktur sosial dan kebuclayaan sedcrhana. hlernatig pcrlu di- 
akiii lxthwa walaupu~l Iiukurn adat nlerupakan hukunl I~idup. tetapi tidak selalu hu- 
kum atlat nierupakan hukunl yang s e b a ~ i d i ~ ~ g  atau adil. 

Cara bagi hasil yang dilaksanakar~ di Muara Angke yang didasarkan pada 
Ilukuni adat ternyata Iebih seimbang hila dibalidi~igkan de~lgan bagi liasil yang dite- 
tapkan dalani Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. 

Faktor lain yang juga menyebabkan llanibatari terhadap pelaksanaan Un- 
dang-undang Nornor 16 Tahuri 1964 adalatl rendahnya tingkat pzlididikan para ne- 
layan sehingga nlenyebabkan nelayan sulit untuk n~enerima suatu peraturan darl ne- 
layan terlalu berpegang pada adat kebiasaan yang berlaku. 

Ditinjau dari .segi pendapatan nelayan penggarap di Muara Angke yang 
mempergunakan alat tangkap Gill Net nieniperoleh penghasilan Rp 4.425.97 per 
hari. yang nlemakai alat tangkap Purse Seine Rp 1.23 1.86 per hari. dan yang 
lnemakai alat tangkap Bagan Perahu Rp 3.912.33 per hari. 

Kenyataan mernperlitlatkan bahwa nelayan terutama pendega nlerupakan 
masyarakat yang tingkat ckonominya Iemah. dan faktor kehidupannya ditentukan 
oleh faktor-faktor cosial seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan serta rne- 
miliki sifat boros. Mengingat nelayan merupakan tenaga yang produktif, patut un- 
tuk mendapat perhatian Pemerintah dan perlu diadakan penanganan sungguh-sung- 
guh dalam rnembenahi perekonomian nelayan tersebut. 

Menurut ketentuan Undang-undan tiap nelayan pemilik wajib nlemberi 
perawatan dan tanggungan kepada pada lielayan penggarap yang rnenderita sakit 
karena tugasnya di  laut, apalagi apabila sampai mengakibatkan kematian. nelayan 
pemilik wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Di Muara Angke sumbangan kepada yang sakit rnaupun bantuan kepada 
yang rneninggal dunia telah dilaksanakan namun besarnya tergantung pada kebijak- 
sanaan pemilik. 

Mengenai jangka waktu perjanjian tidak ada ketentuan yang pasti. Setiap 
renaga kerja bebas keluar masuk jika rnerasa tidak betah ikut rnengoperasikan unit 
alat yang dimiliki oleh juragannya. 

1L 
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Pernasaran hasil usaha penangkapan dilakukan melalui Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) dan penentuan harga disetujui oleh pemilik dan penggarap, sehingga 
tidak akan terjadi pemiiik menekan harga hasil penangkapannya dengan cara dibeii 
sendiri. 

WSKMPULAN DAK SARAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistinl bagi hasil yang berlaku di Muara Angke masili didasarkan atas adat 

istiadat b ~ k a n  berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang 
Bagi Hai l  Perikanan. 

2 .  Pendapaml para penggarap yang berstatus sama belum merata. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara bagi hasil di M w a  Angke adalah adat 

k e b i w l ,  jenis alat dan kemampuan tenaga kerja. 

Dari kesimpulan di atas, maka disarankan hal-ha1 sebagai berikut: 
1. Perlu diiinjau kembali peraturan bagi hasil yang a& agar sesuai dengan nilai 

sasial budaya masyarakatnya. 
2 .  Perlu rneningkatkan pendidikan bagi para generasi penerusnya. 
3. Perlu diadakan penyuld~an hukunl kepada pemilik-pemilik modal. 
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